BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan tax planning PPh
pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. PT. X sebelum melakukan perencanaan pajak menerapkan
metode Net Basis dalam menghitung PPh Pasal 21.

2. Metode Net Basis mempunyai kelemahan bagi PT. X, yaitu
PT. X yang akan menanggung semua PPh Pasal 21
karyawannya, serta PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui
secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi
pengurang pendapatan perusahaan, artinya pada waktu
perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh
dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan
menjadi tinggi.

3. Metode Gross Up mempunyai kelebihan bagi PT. X, yaitu
perusahaan memberikan tunjangan pajak  dengan
menggunakan rumus gross up yang hasilnya sama besar
dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, maka
pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak ini boleh
menjadi biaya secara komersial maupun fiskal, sehingga
beban PPh Badan menjadi lebih kecil. Metode Gross Up
adalah metode yang paling tepat untuk PT. X untuk

mengurangi beban pajak yang dibayarkan.
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5.2. Keterbatasan

Dalam menulis laporan ini pemagang memiliki

keterbatasan dalam hal memperoleh data yang berhubungan

dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini terjadi karena

adanya kebijakan HR Consulting yang membatasi akses

beberapa dokumen internal bagi pihak luar, serta PT. X

merupakan bukan klien yang dipegang oleh pemagang. Untuk

menutupi keterbatasan tersebut pemagang mencari data dengan

cara wawancara singkat dan pengamatan secara langsung selama

proses magang berlangsung.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa

saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dan

pembahasan tax planning yang diterapkan PT. X yaitu:

1.

Perusahaan  sebaiknya  mempertimbangkan  untuk
menggunakan metode net basis dengan gross up. Dengan
metode net basis akan menguntungkan kedua belah pihak
yaitu perusahaan dan karyawan.

Bagi perusahaan, PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai
biaya pengurangan dengan memberikan tunjangan pajak,
sehingga biaya menjadi lebih besar dan laba semakin kecil,
sehingga PPh Badan yang dibayarkan juga semakin kecil.
Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan

perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang
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akan diberikan perusahaan namun dari sisi fiskal beban
tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan
sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang
lebih besar.

Bagi karyawan, dengan penggunaan metode gQross up
karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21 dan
menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak, sehingga

take home pay yang diterima lebih besar.
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